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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya 
sehingga para Peneliti Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan 
Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menyelesaikan tulisan 
ilmiahnya dan menerbitkannya dalam bentuk buku yang saat ini ada di 
hadapan pembaca. Tentu, saya harus mengapresiasi setinggi-tingginya 
atas penulisan dan penerbitan buku tersebut. 

Buku yang bertajuk “Perdagangan Orang: Pencegahan, 
Penanganan, dan Pelindungan Korban” ini terdiri dari lima bab, 
pertama, berisi kajian tentang perdagangan orang dan pelindungan 
terhadap perempuan. Kedua, berisi kajian tentang pencegahan 
perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat, ketiga, 
perempuan korban perdagangan orang dalam perspektif gender, 
keempat, peran sektor pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM 
sebagai upaya pencegahan perdagangan orang, kelima, tokoh agama 
melawan perdagangan orang: potret partisipasi tokoh agama dalam 
penanganan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. 

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
tentang penanganan perdagangan orang di Indonesia. Akhirnya, 
saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti P3DI Bidang 
Kesejahteraan Sosial yang telah berupaya menuangkan pemikiran 
ilmiahnya dalam buku ini sembari berharap agar di masa mendatang 
dapat menghasilkan buku-buku berkualitas lainnya.

Jakarta, Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data

dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.
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PROLOG

Perdagangan orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan 
human trafficking merupakan semua usaha atau tindakan yang berkaitan 
dengan perekrutan, transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, 
pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang 
dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan 
atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan 
atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan 
orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak 
diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa 
atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu 
lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu 
penipuan, tekanan, atau lilitan utang pertama kali.

Dalam konteks global perdagangan orang, Indonesia dipandang 
sebagai negara pengirim, tempat transit, dan tujuan industri 
perdagangan orang. Sebagian besar korban dari perdagangan orang ini 
adalah perempuan dan anak. Mereka diperdagangkan seperti laiknya 
barang untuk bekerja di rumah tinggal tanpa jaminan kesejahteraan 
dan rasa aman. Bahkan acap diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. 

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan kumpulan 
tulisan tentang perdagangan orang yang dikaji dari sudut pandang 
pencegahan, penanganan, dan pelindungan korban. Artikel pertama 
ditulis oleh Sali Susiana. Artikel yang ditulisnya berjudul, “Perdagangan 
Orang dan Pelidungan terhadap Perempuan”. Artikel tersebut 
berusaha memaparkan aspek pelindungan terhadap perempuan 
yang menjadi korban perdagangan orang, mengingat sebagian besar 
korban adalah perempuan, termasuk anak perempuan. Pembahasan 
diawali dengan pemaparan mengenai beberapa konsep yang terkait 
dengan perdagangan perempuan, dilanjutkan dengan instrumen 
hukum yang mengatur penanganan perdagangan orang, penegakan 
hukum yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk hambatan 
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dan kendala yang dihadapi. Pembahasan ditutup dengan beberapa 
catatan mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penanganan 
perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Artikel kedua ditulis oleh Dinar Wahyuni dengan judul, 
“Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat”. 
Secara khusus penulisnya mengkaji pencegahan perdagangan orang 
berbasis partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam upaya 
mencegah perdagangan orang diharapkan dapat mengurangi jumlah 
kasus perdagangan orang. Dalam hal ini, masyarakat berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait.

Artikel ketiga ditulis Dina Martiany dengan judul, “Perempuan 
Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Gender. Artikel 
tersebut membahas secara mendalam kompleksitas perdagangan 
orang sebagai korban. Pembahasannya menggunakan perspektif 
gender. Perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis dan 
memahami permasalahan perempuan korban perdagangan orang. 

Artikel keempat ditulis oleh Faridah Alawiyah dengan judul 
“Peran Sektor Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas SDM sebagai 
Upaya Pencegahan Perdagangan Orang”. Dalam artikel itu, penulisnya 
berupaya menggambarkan optimalisasi peran sektor pendidikan baik 
formal maupun informal dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas 
dan berdaya saing dalam upaya pencegahan perdagangan orang.

Artikel kelima ditulis oleh A. Muchaddam Fahham dengan judul 
“Tokoh Agama Melawan Human Trafficking: Potret Partisipasi 
Tokoh Agama dalam Penanganan Perdagangan Orang di Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Romo Eduardos, Romo Soni, Suster Yosefin 
merupakan tiga tokoh agama yang dipandang aktif dalam melakukan 
penyadaran terhadap human trafficking di NTT.

Romo Eduardos di Ende, Keuskupan Agung Ende, Romo Soni 
kepala seminari Labuan Bajo, Suster Yosefin Yayasan JPIC SSPS 
(Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) Ruteng 
Manggarai. Masalah utama yang diurai penulisnya dalam artikel 
tersebut adalah situasi perdagangan orang di NTT, faktor penyebab, 
pencegahan dan penanganan, dan partsipasi tokoh agama dalam 
penanganan perdagangan orang.

Jakarta, 30 September 2015
Editor
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EPILOG

Perdagangan orang, seperti dijelaskan oleh para penulis dalam 
buku ini, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran 
hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena 
itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun 
pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang 
tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat 
kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan 
penanganan perdagangan orang secara sinergis. 

Korban terbanyak dari perdagangan orang adalah perempuan 
dan anak. Korban tersebut menurut Sali Susiana, penulis pertama 
dari buku ini, diperdagangkan dengan berbagai tujuan, tidak saja 
untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi 
juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa 
atau pelayanan paksa, praktik serupa perbudakan, penghambaan, 
bahkan pengambilan organ-organ tubuh. Karena itu, perempunan 
yang menjadi korban perdagangan orang harus dilindungi.

Dalam konteks pelindungan itu, semua pihak terkait, perlu 
melakukan pencegahan dan penanganan. Dalam aspek pencegahan, 
sosialisasi tentang isu perdagangan orang harus terus ditingkatkan, 
dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. 
Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani 
masalah ketenagakerjaan di daerah juga perlu lebih pro aktif 
mensosialisasikan peluang kerja resmi yang tersedia, sehingga 
perempuan calon tenaga kerja, termasuk yang ingin bekerja 
di luar negeri mendapatkan informasi yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Dalam aspek penanganan, pengarusutamaan gender kepada 
aparat penegak hukum yang menangani kasus perdagangan orang 
perlu dioptimalkan, sehingga perspektif gender dalam menangani 
kasus dapat dikedepankan. Aspek pendampingan terhadap 
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perempuan dan anak yang meliputi penampungan, repatriasi, dan 
reintegrasi juga perlu lebih mendapat perhatian sehingga ketiga 
aspek tersebut proporsional. Selama ini aspek reintegrasi belum 
terlalu mendapat perhatian, sehingga korban perdagangan orang 
berpotensi untuk menjadi korban yang berulang (recycled victim). 
Untuk itu kembali lagi diperlukan partisipasi aktif keluarga korban 
dan lingkungan masyarakat sekitar, terutama para tokoh masyarakat 
dan tokoh agama.

Penanganan masalah perdagangan orang, Indonesia dapat 
belajar dari Filipina. Negara ini telah memiliki mekanisme hukum 
yang sangat jelas untuk mencegah, melindungi, dan melayani 
korban perdagangan orang. Sebagai dasar hukum, terdapat 3 
undang-undang yang saling melengkapi, yaitu HB No. 1322, HB No. 
1647, dan HB No. 4076.31 HB No. 1322 merupakan undang-undang 
yang menegaskan pentingnya menekan perdagangan perempuan 
Filipina, menguatkan mekanisme lembaga yang dibutuhkan bagi 
perlindungan dan rehabilitasi korban serta mengatur sanksi hukum 
bagi semua jenis pelanggaran. Ada pun HB. No. 1647 menegaskan 
kebijakan khusus untuk menekan perdagangan perempuan Filipina 
dan menciptakan standar yang lebih tinggi untuk melindungi dan 
merehabilitasi korban perdagangan perempuan, perbudakan 
seksual, eksploitasi komersial akibat pernikahan lintas negara, 
eksploitasi bisnis hiburan, dan sanksi yang tegas terhadap semua 
jenis pelanggaran tersebut. Sedangkan HB No. 4076 adalah 
penguatan dari undang-undang yang menegaskan kebijakan khusus 
untuk menekan perdagangan perempuan Filipina.

Dinar Wahyuni, penulis kedua buku ini, secara khusus 
mengkaji partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan 
orang. Menurutnya, pencegahan akan membuat perubahan besar 
yang jauh lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan 
penanganan. Dalam perdagangan orang, pencegahan dilakukan 
dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara terpadu dan 
sinergis. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai 
bentuk, ide, gagasan maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan 
pencegahan perdagangan orang. 

Berdasarkan teori partisipasi Wilcox, partisipasi masyarakat 
dalam pencegahan perdagangan orang menulutnya, dapat dibagi 
dalam lima tingkatan, yaitu: 
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Pertama, memberikan informasi. Artinya, masyarakat harus 
memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas perdagangan 
orang. Pemberian laporan bersifat umum sehingga bisa dilakukan 
oleh semua masyarakat yang mengalami, melihat, atau mendengar 
aktivitas perdagangan orang. Sedangkan pengaduan kasus TPPO 
berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHAP, lebih pada pemberitahuan 
disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan (korban 
TPPO) kepada pejabat berwenang untuk menindak seorang yang 
telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (pelaku 
TPPO) sesuai hukum. Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa 
dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat 
dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian 
antara pengadu dan teradu.

Pemberian informasi juga dapat dilakukan dalam bentuk 
sosialisasi. Sosialisasi secara massif perlu dilakukan kepada seluruh 
elemen masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai praktik 
perdagangan orang dan dampaknya. Masyarakat lebih rentan 
menjadi korban perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal 
informasi dan pengetahuan tentang masalah perdagangan orang. 
Upaya sosialisasi ini merupakan bagian dari program pendidikan 
bagi calon tenaga kerja sehingga siap menghadapi dunia kerja. 
Adapun kegiatan sosialisasi ini dapat dimulai dengan memberikan 
informasi tentang migrasi legal di daerah-daerah kantong migran. 
Informasi kebutuhan jumlah calon tenaga kerja dan jenis pekerjaan 
yang resmi biasanya terdapat di dinas tenaga kerja setempat. Begitu 
juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja. 
Hal ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh para calon tenaga 
kerja. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan 
syarat mudah dan gaji besar, masyarakat perlu mewaspadai hal 
tersebut. 

Sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian informasi dan 
edukasi tentang perdagangan orang dan dampaknya. Selama ini 
informasi dan edukasi seputar perdagangan orang masih minim di 
kalangan masyarakat. Sementara pelaku terdiri dari orang-orang 
yang sudah berpengalaman. Pelaku akan melakukan pendekatan 
terlebih dahulu kepada orang tua korban dengan memberikan 
janji-janji dan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Sebagai jaminan, anak harus bekerja sesuai perintah pelaku. Dalam 
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budaya masyarakat tertentu, tindakan anak tersebut dianggap 
sebagai bagian dari kepatuhan anak kepada orang tua. Budaya ini 
yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat korban 
perdagangan orang.

Selain masyarakat, aparat pemerintah dan aparat penegak 
hukum juga perlu mendapat sosialisasi dan pelatihan seputar 
perdagangan orang dan penanganannya. Tantangan yang dihadapi 
dalam upaya pencegahan perdagangan orang antara lain: pertama, 
penyalahgunaan dalam pengurusan administrasi kependudukan 
dan keimigrasian seperti pemalsuan KK, KTP maupun paspor. Hal ini 
disebabkan belum tersedianya sistem pendataan dan informasi yang 
lengkap tentang perdagangan orang, di samping akses informasi di 
daerah tertentu masih terbatas. Kedua, pengembangan norma hukum 
dan penegakan hukum TPPO masih belum maksimal karena adanya 
perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan UU TPPO. Hal ini 
mengakibatkan banyak pelaku yang dibebaskan dari jeratan hukum 
dengan berbagai alasan sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku 
untuk kembali melakukan TPPO. Sementara korban perdagangan 
orang harus menanggung dampak dari perdagangan orang baik 
fisik maupun psikis. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan 
tertib administrasi bagi petugas administrasi kependudukan terus 
dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang. 
Sedangkan aparat penegak hukum perlu mendapat pelatihan satu 
atap dalam penanganan TPPO sehingga terdapat kesamaan persepsi 
dalam memahami UU TPPO.

Kedua, konsultasi. Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan 
memberikan ide atau gagasan terkait persoalan perdagangan orang. 
Misalnya, masyarakat melakukan diskusi komunitas untuk mencari 
strategi pencegahan perdagangan orang. Salah satunya melalui 
pembentukan gugus tugas TPPO di tingkat desa. Gugus tugas TPPO 
merupakan wadah bagi masyarakat desa dalam upaya pencegahan 
TPPO. Adapun gugus tugas TPPO ini terdiri dari seluruh elemen 
masyarakat dan organisasi non pemerintah yang peduli terhadap 
masalah perdagangan orang. Gugus tugas dibentuk di tingkat desa 
karena pencegahan perdagangan orang harus dimulai dari akarnya, 
yaitu desa kantong-kantong migran. Fenomena yang sering terlihat di 
pedesaan adalah anak-anak perempuan lulusan SD dan SMP banyak 
yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Hal ini disebabkan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa 
laki-laki akan menjadi kepala keluarga sehingga mendapat prioritas 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Sesuai tradisi, 
anak perempuan yang sudah tidak melanjutkan sekolah akan 
lebih baik apabila dinikahkan. Untuk menghindari hal tersebut, 
perempuan di pedesaan umumnya lebih memilih bekerja ke luar 
daerah atau ke luar negeri. Tanpa bekal pendidikan dan ketrampilan 
yang memadai, usia masih di bawah umur, mereka menjadi sasaran 
para calo tenaga kerja. Karena itu, perempuan lebih rentan terhadap 
praktik perdagangan orang. Dalam kondisi demikian, gugus tugas 
TPPO berperan memberikan sosialisasi, advokasi dan edukasi 
mengenai migrasi yang aman, isu-isu terbaru terkait perdagangan 
orang dan UU TPPO, membangun kepedulian masyarakat agar lebih 
sensitif terhadap persoalan perdagangan orang serta membantu 
program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gugus tugas TPPO 
dapat berperan dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum 
kasus TPPO yang dialami warga setempat. 

Bentuk lain dari partisipasi tingkat ini adalah memberikan 
bimbingan konseling. Korban perdagangan orang mengalami 
tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun ekonomi sebagai akibat 
ekploitasi pihak-pihak tertentu sehingga terganggu fungsi sosialnya. 
Masyarakat dapat bergabung dalam biro konseling untuk membantu 
korban perdagangan orang. Tujuannya untuk memulihkan kembali 
rasa kepercayaan diri, menghilangkan trauma dalam diri korban 
dan menanamkan kemauan serta kemampuan untuk melaksanakan 
fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Ketiga, pengambilan keputusan bersama. Dalam arti, masyarakat 
berperan dalam memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, dan 
pilihan-pillihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan 
guna pengambilan keputusan. Langkah yang dapat ditempuh adalah 
memberikan advokasi dalam penyusunan berbagai kebijakan 
terkait perdagangan orang. Masyarakat dapat memberikan gagasan 
terbaiknya dalam penyusunan kebijakan tentang pencegahan 
perdagangan orang sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun kebijakan tersebut 
antara lain: Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO 
2015-2019 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. RAN 
merupakan pedoman dan arahan dalam upaya pencegahan dan 
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penanganan TPPO. RAN dilaksanakan dalam periode lima tahunan 
dan akan dievaluasi kembali sesuai hasil implementasi dan 
masukan dari masyarakat. Partisipasi dan dukungan aktif seluruh 
masyarakat dalam pelaksanaan RAN Pemberantasan TPPO sangat 
diperlukan karena masyarakat yang lebih mengetahui kondisi dan 
kebutuhannya. Selain dalam penyusunan kebijakan, advokasi juga 
dapat dilakukan kepada calon tenaga kerja dalam rangka memberi 
bekal untuk menghadapi praktik perdagangan orang seperti 
bagaimana cara membela diri dari kekerasan yang dilakukan 
majikan, bagimana mengatasi masalah di tempat kerja atau kemana 
harus melapor apabila mengalami eksploitasi di tempat kerja.

Keempat, partisipasi dalam bertindak bersama. Setelah ikut 
terlibat dalam pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam 
pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat 
dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam pelaksanaan RAN 
Pemberantasan TPPO. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi 
dalam pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan 
pendidikan serta ketrampilan khususnya bagi perempuan dan anak. 
Terkait hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional bersama Save the 
Children telah meluncurkan program ENABLE (Enabling Communities 
to Combat Child Trafficking through Education). Program ini 
dirancang untuk menggiatkan upaya memerangi perdagangan orang 
secara lebih terencana dan menyeluruh. Fokus utama dari program 
ini adalah mencegah kelompok rentan terperangkap dalam praktik 
perdagangan orang. Dari program ini telah dihasilkan 100 Komite 
Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD).

Kelima, memberikan dukungan seperti pendanaan, nasehat, 
dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. 
Dalam upaya pencegahan perdagangan orang, masyarakat dapat 
memberikan dukungan berupa: pertama, menyadarkan seluruh 
anggota keluarga akan fungsi keluarga. Sebagain besar masalah 
perdagangan orang bersumber dari keluarga, karena itu pencegahan 
masalah perdagangan orang dapat dimulai dengan memunculkan 
kesadaran dalam diri keluarga akan pentingnya fungsi keluarga 
terutama dalam pola pengasuhan anak. Kedua, menghidupkan 
kembali fungsi sistem sosial dalam masyarakat. Hal ini terkait kontrol 
sosial yang semakin lemah serta nilai dan norma yang berlaku di 
masyarakat mengalami banyak perubahan sehingga masyarakat 
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tidak peduli lagi dengan kondisi di sekitarnya. Ketiga, penguatan 
kapasitas kelembagaan TPPO pada tingkat komunitas seperti 
penguatan lembaga konseling keluarga di tingkat desa dan gerakan 
remaja pencegahan perdagangan orang serta pendayagunaan gugus 
tugas TPPO terutama masalah koordinasi lintas lembaga. Selama 
ini permasalahan utama dari upaya pencegahan TPPO adalah 
kurangnya koordinasi lintas lembaga (lembaga pemerintah dan 
organisasi sosial/LSM) dan antardaerah sehingga penanganan kasus 
TPPO belum efektif dan terkesan lamban.

Pada Bab III, Dina Martiany secara khusus menulis perempuan 
korban perdagangan orang dalam perspektif gender. Tulisan 
tersebut secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan memahami 
permasalahan perempuan korban perdagangan orang. Pemahaman 
yang komprehensif dan berperspektif gender, akan mendorong 
timbulnya keberpihakan terhadap perempuan sebagai korban 
dalam melakukan pelindungan dan pencegahan perdagangan orang.

Perempuan, memerlukan perlindungan dari aksi perdagangan 
orang. Terkait dengan pelindungan perempuan dari kerentanan 
perdagangan orang, diatur pula dalam Pasal 6 Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (The 
Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against 
Women/CEDAW). Dinyatakan bahwa salah satu langkah kebijakan 
untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan 
membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-
undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan 
dan eksploitasi pelacuran. Indonesia telah meratifikasi CEDAW 
melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita.

Pada 12-15 Desember 2000, di Palermo, Italia, Pemerintah 
Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah, 
Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama 
Perempuan dan Anak-anak/ the Protocol to Prevent, Supress, and 
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Sebagai 
tindak lanjut dan pembuktian komitmen pemerintah terhadap upaya 
pemberantasan perdagangan orang, konvensi ini diratifikasi melalui 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pemerintah Indonesia juga 
meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 



124

Human Trafficking: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban

Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2009. 

Selain itu, perempuan perlu dicegah dari perdagangan orang. 
Upaya pencegahan perdagangan orang bagi perempuan dan anak 
perempuan, bagaimanapun, tidak cukup hanya menyediakan 
alternatif peluang ekonomi atau pekerjaan yang layak di negara 
tujuan dan negara asal. Pencegahan ini harus dilakukan untuk 
mengatasi kerentanan perempuan sebagai penyebab terjadinya 
perdagangan orang. Oleh karenanya, diperlukan upaya peningkatan 
pemberdayaan perempuan secara individu dan kolektif. Adanya 
pemberdayaan perempuan akan membantu mereka untuk 
mengatasi berbagai permasalahan yang dialami dalam keluarga 
dan masyarakat. Lebih jauh lagi, adanya pemberdayaan diharapkan 
dapat mengatasi akar penyebab marjinalisasi dan ketidaksetaraan 
gender secara umum. Perencanaan bentuk tindakan pencegahan 
harus disusun dengan menyadari eratnya hubungan mendasar 
antara migrasi dan perdagangan orang. Dengan demikian, maka 
tindakan pencegahannya, baik pada sisi permintaan dan sisi 
penawaran; membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan multi-
lembaga. Bentuk pendekatan atau intervensi tindakan harus bersifat 
terpadu/terintegrasi; berperspektif gender dan berbasis hak asasi.

Strategi pencegahan perdagangan orang dalam konteks 
masyarakat di antaranya adalah, pemberdayaan perempuan. 
Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, jeminan dan 
perlindu gan sosial bagi perempuan, menciptakan migrasi aman bagi 
perempuan. Membangu kesadaran gender di tengah masyarakat.

Menurut Faridah Alawiyah seperti telihat dalam Bab IV buku 
ini, perdagangan orang dapat dicegah melalui peningkatan kulaitas 
sumber daya manusia. Dalam konteks peningkatan kualitas SDM 
itu, sektor pendidikan menurutnya memliki peran yang tidak dapat 
diabaikan. Karena itu, dalam jangka panjang, pembangunan SDM 
berkualitas dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian masalah 
pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta 
relevansi pendidikan. 

Namun untuk persoalan yang dihadapi saat ini, terutama pada 
persoalan upaya pencegahan perdagangan orang, tentunya peran 
pendidikan dalam upaya penyelesaian masalah jangka pendek perlu 
dilakukan. program tersebut antara lain pembekalan peserta didik 
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dan masyarakat dengan pemberian kecakapan dan keterampilan 
yang dapat diaktualisasikan langsung pada kehidupan sehari-
hari. Pada pendidikan formal dapat dilakukan melalui pendidikan 
kecakapan hidup yang mengaitkan apa yang ada dalam pembelajaran 
dengan kehidupan nyata sehingga mampu untuk bekerja, berkarya, 
dan bertahan hidup ditengah kondisi apapun. Sementara pada 
pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui optimalisasi peran 
kursus dan pelatihan yang dapat membekali masyarakat dengan 
keterampilan-keterampilan praktis sehingga memiliki modal 
keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-
hari. Target jangka panjang dan jangka pendek bidang pendidikan 
tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa 
serta membangun Negara melalui peningkatan mutu SDM yang 
berkualitas. 

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang tidak dapat 
dilakukan oleh pemerintah saja, atau masyarakat. Perdagangan 
orang hanya dapat dicegah dan ditangani baik oleh pemerintah dan 
masyarakat secara sinergis. Karena itu, menurut Achmad Muchadam 
Fahham, penulis artikel kelima dalam buku ini, keterlibatan 
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama dalam 
pencegahan dan penanganan perdagangan orang di NTT merupakan 
upaya yang tidak terhindarkan.

Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah 
terjadinya praktik perdagangan orang, di antara kegiatan-kegiatan 
itu antara lain: (1) sosialisasi (2) memperketat prosedur perekrutan 
calon tenaga kerja; (3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan 
kepada PPTKIS; (4) membentuk tim pencegahan perekrutan dan 
pemberangkatan calon tenaga kerja tanpa dokumen resmi (5) 
melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah di 
wilayah potensial perdagangan orang dalam penerbitan surat 
keterangan penduduk dan surat pindah penduduk serta pengurusan 
dokumen kependudukan lain; (6) melakukan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam rangka pencegahan, perekrutan, dan 
pengiriman tenaga kerja illegal,; (7) maksimalisasi peran badan 
latihan kerja (BLK). Selain pemerintah, LSM di NTT juga memiliki 
peran yang tidak kecil dalam penanganan perdagangan orang. Salah 
satu LSM yang berpartisipasi aktif dalam melawan perdagangan 
orang adalah Rumah Perempuan Kupang. Partisasi LSM Rumah 
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Perempuan Kupan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan 
pendampingan korban. Partisasipasi tokoh Gereja Katholik di NTT 
dalam penanganan perdagangan orang dilakukan dalam dua bentuk, 
pertama, pencegahan dan kedua penanganan. Pencegahan dilakukan 
dengan sosialiasi, doa bersama, dan pertemuan-pertemuan 
dengan masyarakat sekitar gereja. Penanganan dilakukan dengan 
pendampingan keluarga korban dan pendampingan pemulangan 
korban.
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